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Skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa bila dianalisis berdasarkan
peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan tertinggi hingga peraturan terendah. Skripsi ini
mengkaji Badan Usaha Milik Desa apakah lebih tepat bila dikategorikan sebagai badan usaha berbadan
hukum atau badan usaha non badan hukum. Skripsi ini juga menjabarkan implikas atas ketidakjelasan
kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam prakteknya dengan menampilkan permasal ahan yang
timbul pada Badan Usaha Milik Desa Panggung L estari, kabupaten Bantul, provins Y ogyakarta.
Berdasarkan kajian yuridis yang telah dilakukan, pengakuan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha
berbadan hukum atau badan usaha non badan hukum tidak ada, sedangkan sangat penting adanya pengakuan
yang jelas dan tegas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa mengingat badan usahaini akan
melakukan berbagai macam kegiatan usaha demi kepentingan dan kemajuan desaitu sendiri. Ketidakjelasan
kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa juga mengakibatkan badan usahaini kesulitan dalam menjalin
kerjasama usaha dengan pihak ketiga. Oleh karenaitu, skripsi ini mendorong perlunya ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa.
The focus of this study is analyze about legal status of village owned enterprises based on the law. This
study also analyze that village owned enterprisesis business entity or legal entity. This study also details the
implication of obscurity of legal status of village owned enterprises practically by indicating the problems
that happens in Panggung Lestari Village Owned Enterprisesin Bantul, Y ogyakarta. Based on the juridical
studies that has been done, recognition of village owned enterprises as business entity or legal entity is
nothing, while too important to have the clear recognition about legal status of village owned enterprises
because this entity would make every kind of business activities for the sake of that village. The obscurity of
village owned enterprises caused this entity have difficulties in established business cooperation with third
parties. Therefore, this study encouraged to have the clear regulation that would provide about legal status of
village owned enterprises.
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